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ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparat penegak hukum
yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan
hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota Polri wajib mematuhi
ketentuan hukum dan Kode Etik Profesi Polri agar profesionalitas, integritas, dan
kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Permasalahan dalam penelitian ini muncul
dari dugaan penerimaan uang oleh anggota Polri dari keluarga tersangka di Polres
Batu Bara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab
anggota Polri diduga menerima uang dari keluarga tersangka di Polres Batu Bara,
mengkaji proses pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga menerima uang
dari keluarga tersangka, serta menganalisis bentuk sanksi yang dapat diberikan
kepada anggota Polri apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi
Polri.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan, yaitu
wawancara. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap
peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, literatur, serta bahan hukum
lain yang berkaitan dengan Kode Etik Profesi Polri, pertanggungjawaban etik, dan
pelanggaran etik anggota Polri. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif
dengan menguraikan fakta, norma hukum, dan hasil wawancara secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab anggota Polri diduga
menerima uang dari keluarga tersangka di Polres Batu Bara dipengaruhi oleh
adanya komunikasi informal antara anggota yang pernah menangani perkara
dengan keluarga tersangka, kebutuhan keluarga tersangka untuk memperoleh
keringanan hukuman, adanya kesempatan, lemahnya batas profesional, serta
keterlibatan pihak ketiga. Pemeriksaan terhadap anggota Polri dilakukan melalui
mekanisme Propam dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan yang memuat
identitas terduga pelanggar, dasar laporan, kronologi perkara, hubungan dengan
keluarga tersangka, penerimaan uang, penggunaan uang, serta pengembalian
sebagian uang. Sanksi yang dapat diberikan kepada anggota Polri yang terbukti
menerima uang dari keluarga tersangka dapat berupa sanksi etik, sanksi disiplin,
sanksi administratif, bahkan dapat berkembang menjadi proses pidana apabila
perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana.
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ABSTRACT

In practice, problems relating to alleged violations of the professional code
of ethics by members of the Indonesian National Police continue to occur. One
Jform of violation may involve the alleged acceptance of money from a party
connected to a criminal case. Such conduct requires attention because it may
indicate abuse of authority, create a conflict of interest, and reduce public trust in
the law-enforcement process.

This study aims to identify and analyze the reasons a police officer was
alleged to have accepted money from a suspect's family at the Batu Bara Police
Resort, examine the examination process applied to the police officer suspected of
receiving the money, and analyze the forms of sanctions that may be imposed if
the officer is proven to have violated the Indonesian National Police Professional
Code of Ethics.

The research uses normative legal research supported by an empirical
Jjuridical approach. The data consist of primary and secondary data. Primary
data were obtained through field research in the form of interviews. Secondary
data were obtained through library research involving legislation, legal books,
literature, and other legal materials related to the Indonesian National Police
Professional Code of Ethics, ethical accountability, and ethical violations by
police officers. The data were analyzed qualitatively by systematically describing
the facts, legal norms, and interview findings.

The results show that the alleged acceptance of money by a police officer
from a suspect's family at the Batu Bara Police Resort was influenced by informal
communication between an officer who had previously handled the case and the
suspect's family, the family's desire to obtain a lighter sentence, the existence of
opportunity, weak professional boundaries, and the involvement of a third party.
The officer concerned was proven to have violated the Indonesian National Police
Professional Code of Ethics and subsequently underwent a hearing before the
Police Code of Ethics Commission (KKEP). Based on the final and binding KKEP
decision, the officer was sanctioned with a two-year demotion transfer and 30
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